HARMONISASI POLA HUBUNGAN KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM
MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPS|
DI INDONESIA

Oleh :
Meily Ferawati
Pembimbing: Erdiansyah,SH.,MH. dan Davit Rahmadan,SH.,MH.
Alamat: Jalan Pelita Komplek Wanagriya Blok C Nomor 4 Pekanbaru
Email: meilyferawatipanjaitan@yahoo.com
Telepon: 081365973394

Abstract

Corruption Eradication Commission the competenthatities to investigate

cases of corruption in Indonesia, from 2009 to 2@l&@ not escape from
conflict with another investigation agency ie timeldnesian National Police.
Disharmony between the KPK and the police roledlves various cases of
corruption, seen between the KPK and the policeusei of authority has
occurred in resolving corruption cases. Therefotes necessary to study in-
depth about the function and role of each of tHaseenforcement agencies in
order to be harmonization future pattern of goothtienships between them.
Based on this understanding, the writing of thissik statement formulated
three issues, namely: first how the relationshipwleen the KPK and the
National Police of the Republic of Indonesia is naveradicating corruption

in Indonesia, both what the cause of the relatigmdletween the KPK and the
National Police of the Republic of Indonesia doest marmonious in

combating corruption in Indonesia, and the thirdwhdo harmonize the
relationship between the KPK and the National Rolaf the Republic of
Indonesia in combating corruption in Indonesia.

Keywords: Harmonisation - Commission - Police - @r¢ — Corruption

. Pendahuluan

Permasalahan mengenai penyidikan tindak pidangpkorakan tetap
menjadi suatu pembicaraan yang sangat menarik &gvenyidikan tindak
pidana korupsi sangat erat kaitannya dengan prosesgakan hukum bagi
para koruptor yang ada di Indonesia. Bagi parayory korupsi dianggap
sebagai virus karena korupsi telah menjadi semapeaktek sosial yang
diterima tanpa adanya penolakan berarti ditengasyanakat, menerima tips



dianggap sebagai rezeki, menerima imbalan padeg@aetkantor dianggap
luhur, dan seterusnya.

Meskipun asad.ex Specialis Derogat Lex Generaldberlakukan
diantara mereka, tetap saja tabrakan kewenangap tetjadi. Padahal jika
dikaji asas tersebut memberi ketentuan bahwa KPiipa&an lembaga yang
lebih berwenang menangani berbagai perkara komlipbidonesia. Setelah
asas tersebut mengatur kewenangan diantara KPKPdan KUHP juga
mengatur mengenai ashsex Specialis Derogat Lex Generaiis, pada pasal
103 bahwd: “Ketentuan-ketentuan dalam Bab | sampai Bab VUku ini
juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang olelenketn perundang-
undangan lainnya diancam dengan pidana, kecualiglkh undang-undang
ditentukan lain.”

Jelas tersirat di dalam pasal ini bahwa ketentuarg ydiatur secara

khusus lebih diutamakan dari ketentuan yang umum.

Selanjutnya di dalam Pasal 13-19 Undang-Undang Mdndahun
2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonegiegdskan bahwa Polri
selain merupakan memelihara keamanan, ketertiban mdisyarakat,
menegakkan hukum, memberi perlindungan dan pengayatan pelayanan
kepada masyarakat, Polri juga berperan dalam migakpenyelidikan dan
penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai aderfjUHAP dan
peraturan perundang-undangan lainnya. Jika dikaittengan kasus-kasus
korupsi, Polri juga memiliki peranan untuk melakakzenyidikan bagi kasus
korupsi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaetelab lahirnya KPK,
Polri berhak melakukan penyidikan hanya kepada skdsarupsi berskala
Rp.1.000.000.000,- kebawah. Sedangkan di dalam Bas&ndang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasamgso ditegaskan
bahwa KPK adalah iembaga yang berwenang melakuleryepdikan,
penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidaoraipgsi yang berskala
Rp.1.000.000.000,- keatas. Disamping tugas merekay Jlainnya seperti
koordinasi dengan instansi yang berwenang, supderisadap instansi yang
berwenang, melakukan tindakan pencegah tipikor, mafekukan monitor
kepada penyelenggaraan pemerintahan negara.

Maka dari uraian diatas jelas menyatakan bahwa E&dah lembaga
yang lebih berwenang menangani tindak pidana komgrgpada Polri, akan
tetapi berdasarkan fakta yang ada tidak jarang KBErtabrakan
kewenangannya dengan Polri. Kita bisa menganalsialan beberapa fakta
ini.

Pada tahun 2009, istilabicak versus Buaya herhasil menjadi topik
utama pembahasan di masyarakat. Sebab ini adat@maekalinya KPK dan

! Erdianto Efendi, “Korupsi sebagai Virus Epidermiglau Pos 6 Mei, 2008.
? pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



Polri memiliki permasalahan yang sangat besar. Kasuerjadi bermula dari
penahanan yang dilakukan oleh KPK terhadap seatanderal polisi yaitu
Komisaris Jenderal Susno Duadji, yang merupakantifaKepala Badan
Reserse Polri. Korupsi yang dilakukan oleh Jend&naladalah senilai
Rp.28.000.000.000,- (Rp.28 Miliar). Seiring dengliusutnya kasus tersebut,
Polri berbalik mengkriminalkan pejabat KPK jugatyaMantan Ketua KPK
Antasari Azhar dalam kasus pembunuhan alm.Nazarudtiilkarnaen,
Mantan Direktur Utama PT. Putra Rajawali Banjarpusang bermain golf di
Padang Golf Modernland, Tangerahg.

Pada tahun 2012 kas@cak versus Buaya @iantara KPK dan Polri
kembali terjadi yaitu mengenai kasus korupsi peagadimulator SIM yang
dilakukan oleh pejabat Polri lagi. Dimana korupsing dilakukan senilai
Rp.196.870.000.000,- (Rp.196,87 Miliar). Kasus kallisangat unik, dimana
penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh kedustansi tersebut secara
bersamaan. KPK mengaku telah melakukan penyeliddeggak 20 Januari
2012 dan berlanjut ketahap penyidikan sejak 27 2012. Polri pun
menyatakan argumennya yang diwakili oleh InspeBamderal Drs.S.Usman
Nasution,SH.,MH. selaku Kepala Divisi Hubungan Maskat Mabes Polri
bahwa Polri telah melakukan penyelidikan dan pekgidkasus tersebut jauh
sebelum KPK melakukan proses ttu.

Semakin menarik untuk dikaji karena Polri memiblkasan pembenar
dalam melakukan tindakan tersebulika ditelaah kembali sebenarnya pada
Maret 2012, Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK telaimimeat kesepakatan atau
Memorandum of UnderstandingMoU) yang mana salah satu butir
kesepakatan tersebut berisi pernyataan bahwa lemieEgegak hukum yang
lebih dahulu menyelidiki suatu kasuslah yang ldiehhak menangani kasus
tersebuf Namun jika dikaitkan dengan peraturan perundartngan yaitu
pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 tahun 200&ngnKomisi
Pemberantasan Korupsi jelas kesepakatan yang nnalgadn pembenar Polri
ini mentah. Sebab jelas di dalam Pasal 50 ini dkat bahwa Komisi
Pemberantasan Korupsi lebih berwenang menangasaktipidana korupsi
yang secara bersamaan meskipun juga disidik olglolisean dan Kejaksaan.

Perlu diketahui sebenarnya keputusan siapa yarftabenenangani
kasus tersebut bukanlah diputuskan karena pidaasidgan melainkan
memang keputusan bersama oleh KPK dan Polri. Pi@agsiden pada
November 2012 berfungsi hanyalah sebagai saran Keljia institusi ini,

3 http://nasional.vivanews.com/news/read/2018%hgapa-kpk-belum-tetapkan-si-pemberi-
suap diakses, tanggal, 8 Januari 2012.

“Tempo,Simsalabim Jenderal SINEdisi 6-12 Agustus 2012, hal.32.

® Tempo,Mengapa Polisi BertaharEdisi 13-19 Agustus 2012, hal.38.

® Tempo,0Op.Cit, hal.36.



bukan menjadi faktor penentu siapa yang berhakangami seperti yang
selama ini tersirat didalam pandangan masyarakaini ojang bergulir

menyatakan pidato Presidenlah yang menjadi acuatamp@ian dan penentu
hak antara KPK dan Polri dalam memproses perkasgliat. Pendapat ini
salah besar sebab pidato Presiden ini sebenarnygalah sebuah bentuk
kepedulian kepala Negara akan konflik lembaga Negang dipimpinnya,

jadi pidato ini tidak bisa menjadi patokan berfikita bahwa problem-
problem antara KPK dan Polri sudah berakhir daruhghn antara KPK dan
Polri sudah harmonis lagi.

Dari segala keterangan yang ada menyatakan bahafa terjadi
ketidakharmonisan peran antara KPK dan Polri umekyelesaikan berbagai
kasus korupsi, terlihat antara KPK dan Polri telsrjadi perebutan
kewenangan di dalam menyelesaikan kasus-kasusduwergeleh karena itu,
perlu dilakukan kajian mendalam mengenai fungsi geranan dari tiap-tiap
lembaga penegak hukum ini agar kedepannya terjadmdnisasi pola
hubungan yang baik diantara mereka.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pola hubungan antara Komisi Pemberant&sasnpsi dan
Kepolisian Republik Indonesia dalam memberantatattrpidana korupsi di
Indonesia?

2. Apa penyebab pola hubungan antara Komisi Pembeamtiorupsi dan
Kepolisian Republik Indonesia tidak berjalan harmatalam memberantas
tindak pidana korupsi di Indonesia?

3. Bagaimana cara mengharmoniskan pola hubungan ankamisi
Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian Republik lediean dalam
memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia?

C. Pembahasan

1) Pola Hubungan Antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian
Republik Indonesia dalam Memberantas Tindak Pidana Korups di
Indonesia

Pola hubungan antara Komisi Pemberantasan Korups d
Kepolisian Republik Indonesia dalam memberantadakinpidana korusi
sejauh ini masih penuh dengan kontroversi. Di dgvemelitian ini banyak
sekali dibahas mengenai kewenangan KPK dan Pddpitéebih fokus ke
penyidikan.

Secara etimologis istilah “penyidikan” merupakandgrzan kata
Bahasa Belandaopsporing, dari Bahasa Inggrisifivestigatiori atau dari
Bahasa Latin ihvestigatid.” Menurut R. Susilo, penyidikan berasal dari
kata “sidik”. Pertamasidik berarti terang, jadi penyidikan artinya merab
terang.Kedua“sidik” berarti “bekas” (sidik jari), sehingga medik berarti

" Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teistit Praktik dan
MasalahnyaPT. Alumni, Bandung, 2007, hal. 121.



mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekahdtaja, setelah bekas-
bekas itu terdapat dan terkumpul, kejahatan menjadang. Maka
penyidikan artinya membuat terang kejah&tan.

Berdasarkan kajian selama ini yang telah banyakdkan oleh para
pakar pidana penulis menyimpulkan bahwa teori mbkgn yang ada
tidaklah terbukti efektif lagi dilaksanakan olehliP@elama ini. Karena,
yang terjadi saat ini adalah peranan Polri telah nungikkan
ketidaksepahamannya Polri akan keberadaan lemba§& Kintuk
menuntaskan tindak pidana korupsi yang ada dan Raya tidaklah bisa
menjaga pola hubungan dengan KPK selaku rekanjasieranya dalam
memberantas tindak pidana korupsi. Ini menunjukia@mva KPK dan Polri
memang adalah dua lembaga yang berbeda visi dan nyé untuk
memberantas tipikor di Indonesia.

1.Peran Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi daMemberantas
Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindd&n&iKorupsi
telah bersinerji dengan Undang-Undang Nomor 30 iia202 tentang
Komisi Pemberantasan Korupsi dalam merumuskan daydng menjadi
ketentuan para penyidik KPK dalam menjalankan tymgd®k dan fungsi
serta wewenangnya selaku aparat penegak hukum.almdUndang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No&®rTahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijuga telah
mengamanatkan ada satu lembaga khusus yang akamgagin masalah
tindak pidana korupsi, yang disebut dengan KomismPBerantasan
Korupsi yaitu dalam pasal 43 ayat (1) yang berbun${Dalam waktu
paling lambat dua (2) tahun sejak Undang-Undangmniai berlaku,
dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangartuya
melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk mdéakupenyelidikan,
penyidikan, dan penuntutan, sebagaimana dijeladaéam Pasal 43 ayat
(2) yang berbunyi :

“Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memgutugas
dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisnagsuk melakukan
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuaigaenperaturan
perundang-undangan yang berlaku*

Penanganan perkara korupsi oleh KPK dituntut hdressifat
tuntas dan jelas, oleh karena itu di dalam merkalartugasnya tersebut
KPK dibekali dengan kewenangan yang luas sepenqg ydisebutkan
diatas untuk mengatasi berbagai hambatan yang Relagan luasnya
kewenangan yang dimiliki oleh KPK tadi, KPK pun lpban memiliki
istilah yang sering disebut-sebut di media yailmbagasuperbody

8 R. Susilo Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Krimjrfflolitea, Bogor, 1979, hal.17.



Pada Bab ke VI bagian ketiga Undang-Undang Nomot&tun

2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjataskengenai

penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Penwdilberarti tindakan

yang dilakukan pejabat penyidik sesuai denganctata yang diatur dalam
undang-undang untuk mencari serta mengumpulkani, bdé&h dengan
bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidgang terjadi serta
menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidarfanya

Mengenai ketentuan-ketentuan pelaksanaan perandgemPK,
ada beberapa wewenang dari Komisi Pemberantasampsiomaitu sebagai

berikut °

1) Melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilanelegtas dasar
bukti dugaan yang kuat atau adanya bukti permutaag cukup;

2) Wajib membuat berita acara penyitaan;

3) Meminta keterangan kepada tersangka tentang hartdabistri atau
suami, anak dan harta benda setiap orang dan lesip@ng diketahui
dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengaaktiptiana
korupsi yang dilakukasn oleh tersangka, dan teksanwajib
memberikan keterangan tersebut;

4) Membuat berita acara penyidikan setelah memperohelkti
penyidikan yang cukup dan disampaikan kepada Kef@attang
Penindakan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Subup¢utan.

Keberadaan lembaga baru dalam pemberantasan kosugah
tentu secara operasional berada di dalam lingksigrei hukum pidana
yang berlaku di negara ini. Untuk mempersiapkanblega baru tersebut
pemerintah bekerjasama dengafissian Development Banktelah
melakukan studi banding ke Singapura, Malaysia ttongkong'

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi dilandaglkala pokok-

pokok pikiran sebagai berikut:

1) Perkembangan korupsi di Indonesia saat ini sudahlupakan
pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi dan sosiglatrasehingga
masalahnya bukan hanya merupakan persoalan hukumatse
melainkan persoalan sosial, ekonomi dan moraliédenkbagaan;

2) Intensitas dan kualitas perkembangan korupsi yangea tinggi dan
bersifat sistematis dan meluas keseluruh lapisasialssaat ini
merupakan ancaman dan bahaya terhadap bukan haosaitas
bangsa melainkan terutama bertentangan denganntlijinur para
pendiri republik yang telah ditegaskan dalam perabakJUD 1945;

3) Penegakan dan pemberantasan tindak pidana korupsidonesia
sudah tidak lagi diserahkan sepenuhnya kepada ikepol dan

°® M. Yahya HarahapPembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Piayidian
PenuntutanSinar Grafika, Jakarta: 2003, hal.109.

1 parwan PrintsPemberantasan Tindak Pidana KorupBiT. Citra Aditya Bakti, Bandung:
2002, hal.125.

' Andi HamzahPerbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Kegaakarta, Sinar
Grafika, 2005.

12 Romli AtmasasmitaLatar Belakang Pembentukan KPTPK di Indongedikarta, hal. 6-7.



kejaksaan semata, akan tetapi harus juga dilakaanaleh lembaga
khusus dan dengan cara-cara yang khusus dan kpesshl
diwujudkan dalam bentuk undang-undang;

4) Karakteristik dan kualitas korupsi sudah merupak@anggaran
terhadap hak-hak ekonomi dan sosial rakyat dahasegi'engan pasal
29 Deklarasi HAM Universal PBB maka pemberantagaatak pidana
korupsi dibolehkan membatasi hak-hak asasi tersaatku terdakwa
sepanjang ditujukan untuk melindungi hak-hak agasg lebih luas
yaitu melindungi hak-hak asasi rakyat.

KPK dibekali dengan berbagai kewenangan yang luasarch
kewenangan itu berguna untuk mengatasi berbagabdtam yang ada.
Bahkan KPK dapat bekerjasama dengan lembaga pehegakn negara
lain berdasarkan perjanjian internasional atau tpexa perundang-
undangan yang berlaku. Di dalam melakukan proseyigikan, KPK
dapat menyadap, merekam pembicaraan, memerintahktemsi yang
terkait untuk melarang seseorang bepergian ke hemeri, meminta
keterangan bank atau lembaga keuangan lainnya ntgenkeadaan
keuangan tersangka atau terdakwa dan melakukahl@dran rekening
yang diduga hasil korupsi.

Proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK tak jgruput dari
perlawanan yang didapati dari pihak-pihak yang gi&dumelakukan
korupsi, contohnya saja ketika Antasari Azhar masinjabat sebagai
ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dimasa Antasda berbagai
perlawanan yang dialami oleh KPK dalam melakukamyjokkan seperti
ketika KPK melakukan proses penyidikan dan pengrgkaterhadap
Tersangka Jaksa Urip Tri Gunawan yang diduga didngaerima suap
dari Arthalyta Suryani senilai Rp. 6,1 miliar. Kedi tim penyidik
melakukan penangkapan, Jaksa Urip pun ikut melakykerlawanan
dengan meronta-ronta dan sambil mengoceh, bahkesa J&ip sempat
jatuh terguling sebelum dimasukkan kedalam molhibtan KPK. Urip
juga diborgol karena selalu meronta dan memecakkaamata Sugeng
Basuki, salah seorang dari tim penyidik KPK. Jedakali bahwa Jaksa
Urip menolak untuk ditahan. Sebelum melakukan pgkepan,
penyelidik KPK juga telah melakukan pengintaiarhaelap Urip pada
tanggal 2 Maret 2008 dikediaman Artalyta Suryarerdikapi dengan
video rekaman penangkapan dan juga foto-foto kantiemapenyidik
KPK.'* Ada banyak kasus korupsi lagi yang telah berhdisilika dan
dituntaskan dimasa kepemimpinan Antasari Azhar. Visliakat yang
sudah muak dengan tindak korupsi dilingkungan bask memuji-muji
keberaniannya. Saking buasnya dia terhadap koruptonpai julukan
Macan Korupsi tersandang lekat padatysSampai akhirnya semua
kinerjanya tersebut berakhir ketika Antasari menjakrsangka

13 http://beritasore.com/2008/09/¢aKsa-urip-divonis-20-tahun-penjatadiakses, tanggal, 31
Januari 2013.

1 Taufik Pr. Yani dan Jay A.MAntasari dan Kisah Pembunuhan Menjelang Peniiustaka
[IMan, Depok, 2009, hal. 163.



pembunuhan Nazarudin Zulkarnaen, Mantan Direktuamdt PT. Putra
Rajawali Banjaran. Akhirnya Antasaripun lengseri ¢givatan ketua KPK
yang digantikan oleh Muhammad Busyro Mugoddashdina2010.

Pada KPK Jilid 3 untuk periode 2011-2015 terpilihteorang dari
Makasar yang cukup populer juga dimasa ini yaitwrahBm Samad.
Diawal kepemimpinannya, Abraham Samad sudah lamggsliberikan
amanat untuk menyelesaikan berbagai penemuan tipdi@a korupsi
masa Antasari Azhar. Penyidik KPK di bawah kepenmap Abraham
Samad juga bergerak semakin gesit dan penuh kemsiopiga. Seperti
yang telah penulis sampaikan di dalam latar belglkgng penulis buat
bahwa kasus korupsi terhangat saat ini yang belememui penyelesaian
adalah kasus korupsi pengadaan simulator SIM sdilal196,87 Miliar.
Dalam penyidikan kasus ini banyak kejadian yangupuknenegangkan
yang dialami penyidik KPK dari para anggota Pdhaolemik pun mulai
terjadi dan merekah diantara para penyidik Polni jgenyidik KPK.

2.Peran Penyidik Kepolisian Republik Indonesia wal&emberantas
Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
Peranan dari Polri dalam upaya pemberantasan Kordps

Indonesia seperti yang penulis sampaikan bahwa inidda Undang-

Undang Dasar sampai ke peraturan perundang-unddagarya sudah

tegas menyatakan mengenai wewenang Polri dalam pbaalidikan

khususnya.
Polri memiliki peran penting juga didalam membeaariktorupsi di

Indonesia telah diatur oleh beberapa peraturaringeseperti *>

1) Berdasarkan Keputusan Kapolri Nopol KEP/14/93 dampadll
KEP/15/XI11/93 tanggal 13 Desember 1993 tentang BEempurnaan
Pokok Organisasi dan Prosedur Beserta Susunan nBasodan
Perlengkapan Badan pada Tingkat Kewilayahan Palni @ . Diserse
Polri Nopol TR/211/1V/95 tanggal 21 April 1995 tang Pembentukan
Bagian Reserse Tindak Pidana Korupsi pada tingélalaPbeserta unit-
unit Serse Tindak Pidana Korupsi kepada tingkateB36I'A dimana
ditentukan bahwa pada tingkat Polda dibentuk Kepagian Tindak
Pidana Korupsi (Tipikor) dibawah Kadir Serse sedpagla tingkat
Polres/TA dibentuk Unit Tipikor dibawah Kasatserse;

2) Pasal 1 angka (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasabdpai dengan 49
menentukan bahwa Polri merupakan penyidik tungéga@mudian,
dalam ketentuan pasal 17 PP No. 27 tahun 1983tagsemjelasannya
disebutkan bahwa penyidikan menurut ketentuan lhasara pidana
undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dadsal @84 ayat
(2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa danapej penyidik
yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan pengrghdangan;

> putri Dwi Handayani Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Komisi Pembtasam
Korupsi (KPK) Dalam Melakukan Penyidikan Terhaddpdak Pidana Korupsi dalam Rangka
Penegakan Hukum di Indonesi@kripsi Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanb&009,
hal.45.



3) Ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-Unddamor 2 Tahun
2002 (LNRI 2002-2; TLNRI 4168) tanggal 8 Januari020tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas nukiak
penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindakana dan
peraturan perundang-undangan lainnya.

Polri sebagai salah satu sub sistem dari sistemdp@n pidana
(Criminal Justice Systemberwenang melakukan tugas penyelidikan dan
penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuaiadehiylkum Acara
Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnyaasek kasus
korupsil® selain lembaga-lembaga hukum seperti KPK dan Kejat.

Dalam hal Polri melakukan tugas penyidikarterhadap kasus-
kasus korupsi, sejak awal proses penyidikan kasoangiasa berkordinasi
dengan Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya disebwadedPU) untuk
menghindari bolak-balik perkara sejak berulang.

Polri dalam menyidik kasus terkesan lambat, merading
kewenangan Polri selaku penyidik, untuk menyelidpelaku atau
tersangka tindak pidana korupsi, dimana masyarsddaagai penilai atau
monitoring kurang percaya lagi kepada Polri untudnontaskan kasus-
kasus tindak pidana korupsi. Hal ini juga semakipekuat dengan
kejadian yang sedang terjadi di ranah Polri sekpyaitu kasus simulator
SIM ini. Banyak hal sebenarnya yang telah dilakuk@olri dalam
memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia naseakan semuanya
menjadi sia-sia. Sebab sepanjang kiprah yang tdlafliki Polri dalam
upaya penegakan hukum khususnya dalam hal meméastamupsi, Polri
memiliki kelemahan utama yaitu tidak terpercayalagg para polisi untuk
melakukan kinerjanya berdasarkan fakta-fakta yadg di saat ini.
Berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada Pgbat ddibuktikan
dengan beberapa fakta yang tercatat di mediay yajterti*®
1) Rekening Gendut Petinggi PolriPihak yang diduga terlibat: 17

perwira Polri yang diduga memiliki rekening tidalajar Hasil Akhir :

Mabes Polri menyatakan bahwa 17 rekening petingdii Rersebut
dinilai wajar. Proses hukum tidak dilanjutkan. Keirinformasi Pusat
memutuskan Polri harus buka 17 rekening yang dinilgar namun
hingga saat ini belum dibuka.

2) Suap dari Adrian Waworuntu tersangka pembobol BRI sénilai
Rpl,7 triliun Pihak yang diduga terlibat : Mantan Direktur E&on

16 Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undamdang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
POLRI bahwa POLRI bertugas untuk melakukan penyalid dan penyidikan terhadap semua
tindak pidana termasuk Tindak Pidana Korupsi dastriiksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004
tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

' pasal 1 KUHAP, Penyidik adalah pejabat polisi Nagdan pejabat pegawai negeri sipil
yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang kumhelakukan penyidikan. Untuk
menjalankan tugasnya penyidik mempunyai wewenanigu ya 1) Menerima laporan atau
pengaduan adanya tindak pidana; 2) Menyuruh b&rbearang tersangka dan memeriksa tanda
pengenal badan; 3) Mengambil sidik jari dan idestiirang; 4) Menggeledah badan.

'8 http://nasional.kopmas.com/read/2012/08/03/0858/8suai.UU.KPK.Lebih.Berhak.
Tangani.Kasus.Korlantas, diakses, tanggal, 2 Fel20a3.



Khusus Bareskrim Brigjen Samuel Ismoko dan Mantapd{ri Dai
Bachtiar. Internal Polri telah memeriksa Samuel dem dan 24
penyidik kepolisian terkait dugaan suap tersebasiHAkhir : Hanya
tiga orang yang diproses hukum dan divonis penjdcanbes Iman
Santosa, Brigjen Samuel Ismoko dengan 20 bulanapenKomjen
Suyitno Landung dengan 18 bulan penjara. Sedangkesm suap
yang diduga mengalir ke mantan Kapolri Dai Bachti#nentikan
penyelidikan karena tidak cukup bukti. Dai Bachtigendiri
membantah adanya suap

3) Suap dari dalam penanganan kasus pajak yang mkhlbapetugas
pajak Gayus Tambunambugaan suap kepada penyidik dan pimpinan
Bareskrim Polri. Hasil Akhir : Dijerat 2 pelaku kgml Arafat diproses
secara hukum dan divonis 5 tahun penjara dan AKPS&martini
divonisi 2 tahun penjara. Pelaku lainnya : BrigjBaja Erizman,
Brigjen Edmon llyas, AKB Mardiyani dan Kombes Pambu
Pamungkas hanya disidang etika Polri dan dijatulainksi
administratif.

4) Proyek pengadaan jaringan radio komunikasi (Jarkodan alat
komunikasi (alkom) Mabes Polri pada tahun 2002-200&igaan
kerugian negara mencapai 240 miliar dan didugabatdan petinggi
Polri dan pihak swasta. Mabes Polri telah memerikeatan kepala
Divisi Telematika Mabes Polri Irjen Pol Saleh Saddn telah
ditetapkan Henry Siahaan dan Santo, dua bos PTdCh&ka Karya
Pratama sebagai tersangka dan sempat ditahan. sPiogeum
selanjutnya tidak jelas. DPR membentuk Panitia&&gmisi Hukum
yang diketuai Akil Mochtar namun kelanjutannya kigelas. Selain itu
Kabareskrim Makbu! Padmanegara mengatakan tidakiagla pidana
dalam kasus proyek dalam kasus proyek pembangukam-garkom
Polri tahun 2002-2005 senilai Rp 602 miliar. Untitlk pihaknya
menyerahkan ke Irwasum Polri karena ada unsur asknzisi.

Beberapa fakta diatas menjadi dasar penulis untekganalisis
bahwa kinerja Polri selama ini telah dicap lemalamiahal penegakan
hukum oleh masyarakat dan penilaian dari masyarakdapat dikatakan
benar sesuai dengan fakta yang ada. Jika dikagaieteori kewenangan
yang ada peran daripada Polri sebagai institug Yetnih dahulu memiliki
kepercayaan untuk menangani seluruh tindak pidendabarkan amanat
Undang-Undang Dasar sudah tidak sejalan denganrnedsebab, analisa
yang penulis lakukan dengan berbagai fakta dia@syimpulkan bahwa
Polri tidaklah menjalankan kewenangannya lagi dengandusif serta
tidak sesuai lagi dengan harapan bangsa dan Negara.

Dalam memberantas tindak pidana korupsi yang sapiga sudah
diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tah@® }8. Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasasiekiPidana
Korupsi dan bersinerji dengan Undang-Undang NontdrTahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Polri semaknelemah
menjalankan tugasnya dan semakin buruk efek di kemgannya.
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3.Pola Hubungan Komisi Pemberantasan Korupsi dgolistan Republik
Indonesia Saat Ini dalam Memberantas Tindak Pid&oaupsi di
Indonesia

Hubungan antara KPK dan Polri pada dasarnya dikRl& baru
terbentuk sangatlah harmonis sebab para penyidig gaa di KPK pun
adalah berasal dari Polri sampai dengan saat iRK Kelum memiliki
penyidik independen milik KPK sendiri.

Menurut Todung Mulya Lubis kekurangan KPK saat adialah
tidak adanya penyidik KPK yang benar-benar indepentilik KPK
sendirt®, berdasarkan wawancara forum yang penulis lakuk@mgan
Todung Mulya Lubis pada saat diadakan seminar Kropeh Ikatan
Advokat Indonesia (IKADINJ®, beliau menyatakan bahwa sampai
sekarang penyidik independen yang ada di KPK hada sekitar 30
orang, selebihnya berasal dari penyidik Polri. imembuktikan bahwa
dalam hal penegakan hukum peranan antara KPK danpBda dasarnya
tidak bisa dipisahkan karena aturan yang sudamanjer diterapkan oleh
undang-undang.

Pola hubungan antara KPK dan Polri selama ini, resaiga
semakin membukatrack record Polri dikancah penegakan hukum
Indonesia. Dimana Polri terlihat kurang konsistamghan visi dan misi
yang diembannya bersama KPK. Hal ini terbukti denganyaknya fakta
konkrit yang menunjukkan bahwa diranah Polri sendanyak sekali
pejabat yang terjerat kasus korupsi.

Sejak lahirnya lembaga baru yang bernama Komisibeesmtasan
Korupsi di Indonesia, citra Polri dalam upaya perabtasan korupsi di
semakin buram. Komisi Pemberantasan Korupsi betgenalakukan
kinerjanya kerap kali tampil secara kontroversi daampir setiap
kinerjanya disadur di media massa. Polri, semakifokkus kepada segala
perbuatan-perbuatan tindak pidana yang bersifanudiatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Masyarakat yang juga berperan dalam mengontroljkikari para
lembaga penegak hukum, berdasarkan berbagai pé¢asveryang ada
selama ini, secara tidak langsung sudah mulai bisamberikan
pengertiannya akan peranan KPK dan Polri dalam kuk#n tugasnya
untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Banyak hal yang menjadi parameter masyarakat dalalakukan
kajian mendasar pada kinerja KPK dan Polri. Sepetinya kasus-kasus
korupsi sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 28d#®,banyak kasus
korupsi yang terpecahkan oleh KPK, dan Polri sebbgmbaga tempat

¥ Todung Mulya Lubis,Anatomi Korupsi dan Peran Serta Publik dalam Perab&rsan

Korupsi di Indonesiamateri pada Seminar lkatan Advokat Indonesia (IHI)) Hotel Furaya,
tanggal, 22 Desember 2012.

Seminar lkatan Advokat Indonesidlembedah Anatomi Korupsi dan Upaya

Pemberantasan Korupsi di Provinsi Riadisampaikan ketika forum diskusi dimulai, penulis
menanyakan pendapat Todung Mulya Lubis mengenalgpea beliau akan para penyidik KPK,
dilaksanakan, tanggal, 22 Desember 2012.
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KPK berkordinasipun sudah mulai tertutupi oleh KaeKPK. Lex
Spesialis Derogat Lex Generaligang terkandung dalam Pasal 103
KUHAP tersebut semakin tampak juga pengertiannyanadaberbagai
upaya penyelesaian kasus korupsi yang ada. Kadamasekian banyak
kasus korupsi yang ada, sebagian besar terpecaiddariembaga yang
dikancah penegakan hukum masih bisa dikatakanrbarintis kiprahnya
ini. Meskipun usia lembaga ini masih tergolong baru, uramrestasinya
dalam menuntaskan kasus-kasus para pencuri keuareggma tidaklah
sedikit lagi.

Ternyata tidak hanya anggota dewan yang terhormjat yang
merasa terganggu dengan keberadaan KPK di Indoraésia tetapi Polri
pun sebagai rekanan KPK dalam menjalankan upayabgramtasan
korupsi punya sentimen tersendiri pada lembsgaerbodysatu ini. Hal
ini bisa terjadi jawabannya adalah karena KPK lepibaktif dalam
menjalankan peran penyidikan sampai penuntutan lataskorupsi.
Ditambah lagi saat ini KPK sedang gencar-gencamgagganyang para
pelaku koruptor yang tanpa diduga sebelumnya bajggkmenjerat para
pejabat dan petinggi Polri. Miris rasanya membadizsni, sebab semakin
membahas hal ini kita semakin menemukan alangk&nokoya moral
para penegak hukum di Indonesia ini. Indonesia ytndiri dari 33
provinsi ini, berdasarkan catatan Kompas, hanya lprovinsi dari 33
provinsi di Indonesia yang para aparatur negarditigk terkena kasus
hukum?*

Integritas moral para penyelenggara negara, pejgdoddlik,
pegawai negeri maupun masyarakat merupakan fakémlusk yang
memiliki potensi masalah korupsi. Faktor ini sangatbjektif dan
situasional yang terbentuk dalam waktu lama, dinmkdalui pendidikan
sejak masa kecil, bahkan ada yang mengatakan dajakn kandungan
ibunya. Faktor ini terbentuk oleh lingkungan, digamg faktor bakat yang
diturunkan feriditer). Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia teanyat
membuahkan cerita pilu juga diranah penegakan hukgara ini.
Banyak peluang dan celah virus korupsi ini menyefmnpai-sampai para
prajurit hukum pun lenyap satu per satu dan meakgst pola hubungan
yang disharmonis antar lembaga seperti antara K&PKPIri saat ini.

2. Penyebab Pola Hubungan Antara Komisi Pemberantasan Korups dan
Kepolisian Republik Indonesia Tidak Berjalan Harmonis dalam
Memberantas Tindak Pidana Korups di Indonesia

Penyebab pola hubungan KPK dan Polri ini tidakdlen harmonis
sebenarnya terdiri dari beberapa faktor yang sakgeial dengan bidang
mereka. Corruption hazard atau kerawanan korupsi adalah salah satu
penyebab terdekat ketidakharmonisan pola hubundi dan Polri setelah
faktor moral yang mulai terperosok dan sistem yadg dalam penegakan
hukum kita.

2 Kompas terbitan, tanggal, 24 Januari 2011.
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Adanya penilaian apakah hukum itu berguna ataik,tiddil atau
tidak, hanya akan nampak pada penerapan dan pemeyak Secara umum
supremasi hukum dikaitkan dengan faktor ketaatanegang kekuasaan
terhadap hukum yang digambarkan dengan ungké&gpavernment under
the rule of law” Akan tetapi pada kenyataannya, yang memegang
kekuasaan bukan hanya pemerintah, kekuatan ekormohilk maupun
sosial yang dominan termasuk juga menjalankan lsglara terhadap
masyarakat. Bahkan dengan kekuatan politik,ekonalan sosial dapat
memperalat negara atau pemerintah sesuai dengantkg@nnya masing-
masing??

Masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia saatdalah
hukum yang lemah, bahkan cenderung membela keku&sBanyak para
ahli yang telah memberikan pendapat mengenai sist&kkmm di Indonesia,
dimana sistem penegakan hukum yang ada, masih tségangkung
dengan kultur kolusi yang sangat pelik. Diperlukamolusi hukum, yaitu
upaya bersama mendorong perbaikan sistem, peja&rat dan penegakan
hukum agar dijalankan dengan tegas dan?adil.

Jika dikaji dari segi aturan tertulis yang berlakundonesia, antara
ketentuan yang ada di KUHAP, Undang-Undang Nomor&iun 1999 jo.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemizs@mt Tindak
Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun22@htang
Kepolisian Negara Republik Indonesia, ada bebepasal berbahaya juga
yang membawa efek tidak harmonisnya hubungan KPKPaédri. Pada latar
belakang masalah penelitian ini sebenarnya telahgtapkan oleh penulis
seperti apa kajian akan peraturan perundang-undarngeag berlaku
tersebut.

Dalam ketentuan yang tercantum di Kitab Undang-dgddukum
Acara Pidana (KUHAP), Daniel Fizpatric dalam tutisga The Case of
Indonesia’s Code of Criminal Procedudalam“Law and Society” yang
diedit Timothy Lindsey® juga memberikan kritikan terhadap KUHAP
diantaranya perinal kewenangan yang sangat begmd&epolisi untuk
menyidik. Berkesinambungan kepada pendapat Danigbaffic diatas,
maka penulis sepakat bahwa Pasal 6 dan Pasal 10ARWdidah tidak
bersinergi dengan baik lagi terhadap ketentuanlR8s&9 Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Rdépubtionesia dan
Pasal 6-7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentdoqisi
Pemberantasan Korupsi. Karena, ketentuan yangntercadi KUHAP
terlalu menitikberatkan pada kinerja Polri tanpaapaenyidik lainnya yang
diatur secara khusus di dalam hukum pidana khusus.

?2 Chaerudin,dkkStrategi Pencegahan dan Penegakan Hukum TindaknRi#@rupsi,PT.
Refika Aditama, Bandung, 2009, hal.38.

23 5. Anwary, Perang Melawan Korupsi di IndonesiRenerbit Institut Pengkajian Masalah-
Masalah Politik dan Sosial Ekonomi “Institute ofcBBEconomics and Political Studies”, Jakarta,
2012, hal.76.

** Ibid

% Timothy LindseyLaw and SocietyThe Federating Press, Sydney, hal.11.
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Harmonisasi peraturan perundang-undangan juga tsg@erpatut
diadakan, agar yang menjadi tujuan itu tidaklahya&haw enforcement”
tetapi juga“Piece Maintenance*°sebab secara umum masalah penegakan
hukum yang ada di Indonesia mencakup tiga hal pgntang harus segera
diperhatikan dan dibenahi seperti kultur masyaradmpat dimana nilai-
nilai hukum akan ditegakkan, struktur para pendgatumnya dan terakhir
substansi hukum yang akan ditegakkan, pendapatip@musejalan dengan
teori Lawrence M. Friedman mengenai substansiktrudan kultur di
dalam penegakan hukum.

Teori Sistem Peradilan Pidana yang ada saat iniasegengan
pendapat dari Barda Nawawi Atifbahwa sistem peradilan pidana pada
hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukudangi Sistem
penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistemadesiu atau
kewenangan menegakkan hukum. Kekuasaan atau keganarenegakkan
hukum ini dapat diidentikkan dengan istilah kekass&ehakiman. Salah
satu sub sistem kekuasaan kehakiman ini adalarakakn penyidikan oleh
lembaga penyidik, sejalan dengan penelitian yamhgali oleh penulis ini
bahwa teori sistem peradilan pidana menegaskan &K dan Polri
sebagai lembaga penyidikan haruslah ekstra akti&éndamenuntaskan
persoalan korupsi di Indonesia, dan untuk mewujodkguan dari SPP ini,
KPK dan Polri haruslah meminimalisir kemungkinahrékan kepentingan
dalam hal penyidikan diantara keduanya. Dalam reigberadilan pidana,
cara kerja sub sistem harus terintegrasi atau darmgengan sub sistem
lainnya, disertai dengan adanya persamaan perdalgsn mencapai tujuan
pokok adanya SPP. Apabila sejak awal telah tetatidak harmonisan,
maka kepercayaan masyarakat pada sub sistem terakbo merosot.
Bahkan tidak tertutup kemungkinan dampak yang leistrim lagi dapat
terjadi yaitu masyarakat tidak lagi mempercayai sistem institusi dalam
arti sempit dan SPP dalam arti I§as.

Ada banyak masalah yang menjadi penyebab pola lgabuKPK
dan Paolri tidak berjalan harmonis dalam memberamtdsk pidana korupsi
di Indonesia, yaitu :

1) Masalah Tumpang Tindih Kewenangan;

2) Masalah Kerjasama yang kurang solid dalam hal kasili
antar lembaga,;

3) Masalah Egosentris antar Lembaga;

4) Masalah Peraturan Perundang-undangan yang kurang
bersinergi.

Ada banyak fakta autentik tentang kasus-kasus teyagdi di dalam
institusi kenegaraan di Indonesia. Mulai dari eksiéklegislatif, maupun

% Sperjono Soekant®aktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan HukRajawali Press,
Jakarta, 1983, hal.13.

%" Barda Nawawi Arif, Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem PeradRidana
Terpady BP Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, g2Q,26.

2 |ndriyanto Seno AdjiArah Sistem Dalam Proses Peradilan Pidadakarta, hal.12.
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yudikatif yang merupakan institusi paling krusiaengan persoalan-
persoalan dibidang hukum khususnya korupsi.

Jimly Asshiddigie menyatakan bahwa persoalan paegus yang
dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah hukurg jemah. Beliau juga
menyatakan :

“ Hukum kita tak punya paradigma keadilan dan kegamnya tidak
dihormati. Prosedur legal dilaksanakan, tetapiysitidak memberikan
keadilan. Sistem hukum kita juga tidak efisien dabagian terkesan masih
kampungan karena makan waktu bertahun-tahun.”

Pernyataan Jimly ini semakin menguatkan penuliswbatteori
sistem peradilan pidana yang ada sekarang sudak tabi bersiner;i
dengan baik dalam hal penerapannya. Sebab sepegidiungkapkan oleh
Susilo Bambang Yudhoyono bahwa pelaku korupsiatap sama terutama
dilakukan oleh oknum-oknum aparatur Negara yandkdbesi dengan
korporasi hitam dan perorang@hPendapat Jimly dan Susilo Bambang
Yudhoyono ini kembali menguatkan penulis menjadaadn kurang yakin
dengan penerapan teori Sistem Peradilan Pidanansaajuga didasarkan
dari pengupasan teori yang penulis lakukan dengamalgai contoh konkrit
mengenai korupsi yang ada, yaitu sebagai berikut:

KEPOLISIAN KPK

Anggota Polri  yang Kasus yang
terkait kasus korupsi/suap menyerempet pejabat Komisi
dalam perkara pembobolan Pemberantasan Korupsi (KPK)
Bank BNl oleh  Grup yaitu >*
Perusahaan Gramarindo, terjadi 1. Antasari
tahun 2002-2003 merugikan Azhar , mantan Ketua KPK,
keuangan Negara 1,2 Triliutf: menjadi otak dibali

1. Komjen (Pol) pembunuhan  Direktur PT.
Suyitno  Landung, mantan Putra  Rajawali Banjara
Kabareskrim  Mabes Polr. Nasrudin Zulkarnaen Iskandar.
Divonis 18 bulan di Pengadilan Divonis 18 tahun penjara;
Negeri Jakarta Selatan; 2. Chandra

2. Brigadir Marta Hamzah dan Bibit
Jenderal (Purn) Samugl Samad Rianto, keduanya
Ismoko, mantan  Direktur mantan Wakil Ketua KPK,
Ekonomi Khusus Bareskrim dituduh  oleh  Muhamma
Mabes Polri; Nazaruddin terlibat dala

3. Komisaris kasus suap dan rekayasa kasus
Besar Irman Santoso, 55, pembangunan wisma atlet SEA
mantan kepala unijt Games dan kasus
[l/Perbankan dan  Money penyalahgunaan wewenang
Laundering  Direktorat | dalam pencekalan terhadap

#|pid, hal.3.

% Media Indonesiaterbitan 9 Juni 2006, datompas terbitan 12 Oktober 2006.
31 Litbang Kompas/STN, diolah dari pemberitaddarian Kompasian sumber-sumber lain.
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Bareskrim Polri, dituntut Direktur PT Masaro Radiokom

hukuman empat tahun penjara  Anggoro Widjojo dan

di Pengadilan Negeri Jakarnta pencabutan cekal terhadap

Selatan. Direktur PT Era Giat Prima
Joko Soegiarto Tjandra.
Statusnya tersangka , dan

akhirnya  setelah melalui
polemik yang panjang, pada|l
Desember 2009 Kejaksaan
Agung menerbitkan  Surat
Keputusan Penghentian
Penuntutan (SKPP) untuk Bihit
dan Chandra.

Dari beberapa fakta diataslah penulis menarik kegiam bahwa
teori Sistem Peradilan Pidana yang ada sekaraadldid bersinergi lagi
dengan segala fakta hukum yang ada saat ini sehalars dengan yang
dikatakan oleh Denny Indrayana bahwa mafia penadda Indonesia
merupakan persoalan krusial yang paling sulit diatdal ini bukan tanpa
sebab. Mafia peradilan adalah sekelompok “gangsttall oknum aparat
penegak hukum yang melakukan praktek KKN (Korupsblusi, dan
Nepotisme) secara sistematis dan rapi.

Kasus korupsi yang terjadi akhir ini ada di Korgu_hintas Polri itu
seperti kembali memperburuk hubungan KPK dengani. Petelah KPK
menetapkan Inspektur Jenderal Djoko Susilo, Brigddnderal (Brigjen)
Polisi Didik Purnomo, Utama PT Citra Mandiri Metado Abadi (PT
CMMA), Budi Susanto, dan Direktur Utama PT Inovabeknologi
Indonesia, Sukoco S Bambang, sebagai tersangkaj Belakangan
menyusul dengan menetapkan status tersangka terhigdaersangka versi
KPK.** Sampai dengan sekarang, kasus ini masih dalareppesiyelesaian
di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan beber&paajuan
penyelesaian yang belum terdeteksi kapan menemtusgu finalnya.
Simbiosis mutualismesikap antara satu lembaga dengan lembaga lainnya
adalah salah satu istilah yang paling tepat uniigtildhkan bagi instansi
KPK dan Polri dalam upaya pemberantasan korupsndbnesia. Sebab,
sesungguhnya antara KPK dan Polri serta Kejakadatah 3 komponen
yang tidak bisa dipisahkan. Namun, pada kenyatagi<®K dan Polri serta
Kejaksaan selalu mempunyai problematika independetar lembaga
penegak hukum ini.

Ketentuan mengenai tugas dan wewenang KPK dan éiottalam
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisnliggantasan
Korupsi dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentiepolisian

325 Anwary,Op.cit, hal.61.
33 Okezonenews » Home » Polhukam » Adhyaksa Dault3ktuju Kasus Simulator SIM
Dibawa ke MK, diakses, tanggal, 2 Februari 2013.
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Negara Republik Indonesia menurut penulis telalsifagrtumpang tindih.
Kenapa demikian? Bagi penulis, berbagai tugas damekRangan yang
tersurat di dalam peraturan perundang-undangartidak lain hanyalah
formalitas belaka. Sebab, dalam kenyataannya ketentperaturan
perundang-undangan ini telah berhasil menjadip@atecah kordinasi antar
lembaga penegak hukum ini dibanding untuk mencgrtakeharmonisan
dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesiala®eflengan kalimat
yang berkembang di acara televisi Indonesiawyers Clubyang disiarkan
oleh TV One bahw# sistem kita tidak baik, dan moral aparat jauh dari
nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum. Kehadi lembaga KPK
sendiri adalah salah satu efek dari stigma morapdirat penegak hukum
kita yang sudah tidak baik lagi, dimana dampak uerk dari segala
perbuatan aparat penegak hukum ini adalah rusalaiya lembaga
penegakan hukum di Indonesia.

3. Cara Mengharmoniskan Pola Hubungan Antara Komisi Pemberantasan
Korups dan Kepolisian Republik Indonesia dalam Memberantas Tindak
Pidana Korupsi di Indonesia

Harmonisasi Pola Hubungan KPK dan Polri dalam meantas
korupsi di Indonesia memang tidaklah mudah. Sepahgharmonisan pola
hubungan ini memang harus diiringi juga dengan lpeEnan ketentuan
kordinasi antara mereka. Komisi Pemberantasan kordan Kepolisian
Republik Indonesia memang tak terpisahkan seaagast dan tanggung
jawab. Namun terbukti, kedua lembaga yang berdoraain tindak pidana
korupsi ini justru tersandung kasus korupsi jugalak harus memilih antara
berjuang untuk demokrasi atau kembali ke pemeramadbtoriter, sebagian
besar akan memilih berjuang untuk demokrasi damasap pengorbanan
mereka tidak akan sia-sia, jika tidak untuk mersdadiri, paling tidak untuk
anak-anak merek3.

KPK dan Polri dalam menjalankan kinerjanya, padsadaya sudahlah
sangat memahami pengertian korupsi. Korupsi yangajaiela bukanlah
sesuatu yang baru bagi mereka, yang baru bagi memdklah dibawah
demokrasi, sosok pelaku kejahatan sudah berbedajrhwan ketertiban
runtuh dan kejahatan meningkat pesat, dan kekalgaen diekspor ke luar
negeri sehingga banyak orang yang jauh lebih bumagkipnya sekarang
daripada sebelumny4.

Kasus simulator SIM yang sampai dengan saat ininbgliga selesai
ditangani oleh KPK, adalah salah satu contoh nyetlawa korupsi telah
berhasil menghancurkan idealisme suatu lembagaateaupara pemangku

% TV One, Indonesian Lawyers Clylakarta, disiarkan Live pada tanggal 14 Febr2@ti
pukul 20.00 wib.

% Gerald E. CaidenThe Ubiquity of Corruptiondisiapkan untuk Society of Comparative
ResearchThe Crisis of Confidence in Advanced Democradiesopean Parliament, Brussels, 7-9
November 1996).

% |bid
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jabatan tersebut yang pada akhirnya melakukan ilpdiékuasaan yang
menyimpang. Kasus ini merupakan fakta baru tenteetgdakharmonisan
KPK dengan Polri. Seiring berjalannya pemberitaanmddia yang sangat
dinamis, perkembangan tentang kasus simulator SdMnb juga menemui
putusan akhir.

Menurut pendapat Thomas C. Schelling:
“Sebuah organisasi, bisnis atau yang lain, merupakatu sistem informasi,
aturan-aturan untuk mengambil keputusan, dan ifiseséntif, kinerjanya
berbeda dengan kinerja masing-masing orang didgian8ebuah organisasi
dapat lalai meskipun orang-orang didalamnya tidaki.l Mengharapkan
suatu organisasi mencerminkan kualitas masing-masiang yang bekerja
didalamnya atau menerapkan kepada orang-orangbtgrsmalitas yang
dapat dilihat didalam organisasi, berarti melakugpa yang oleh para ahli
logika disebut “kesalahan komposisi.” Kesalahan tentu bukanlah
kekeliruan, tetapi dapat sangat berbah§37/a.”

Menurut Schelling bahwa masalah tanggung jawab sosial peaas,
tetapi wawasannya juga berlaku bagi penelitian KK Polri ini. Sebab,
sering orang mengatakan bahwa organisasi, perusadiaa lembaga itu
korup adalah karena tidak bermoralnya orang-oramg Yoerada didalamnya,
kemudian kita pun akhirnya bahwa salah satu jakloak dari kondisi itu
adalah melakukan pendidikan moral dari generagiekeerasi. Namun, mulai
dari sekarang cobalah untuk berfikir diposisi ret@dimana kita harus
menjauhi komposisi berfikir yang condong menyalahkalah satu aspek saja.
Mari kita sebagai gantinya bertanya bagaimana pbaas dan negara dapat
mengubah “sistem informasi mereka, peraturan pehg@mkeputusan, serta
insentif-insentifnya” untuk mengurangi koruggi.

Pendapat Schelling ini pada dasarnya sangat banigem dengan teori
tindak pidana dan teori kewenangan. Sebab, meradiia teori ini yang
benar-benar harus dibenahi itu adalah orang ataw p&laksana kebijakan itu
bukanlah aturannya atau instansinya. Namun jikaajdikecara ilmiah
mengenai tafsiran kedua teori ini dengan fakta yadg, memang benar
pendapat Schelling bahwa aturan yang ada terselmasiaph yang perlu
dibenahi. Tidak hanya pendidikan moralnya sajaptgt@da tatanan aturan
juga perlu dibenahi, sebab peraturan yang menjaléi bagi pelaksanaan
upaya pemberantasan korupsi sangat penting. Kaerep lembaga negara
khususnya lembaga-lembaga penegak hukum di dalanmjalaekan
peranannya tidaklah terlepas dari aturan main atEa kerja yang telah
ditentukan dalam undang-undang.

Teori harmonisasi hukum yang digunakan dalam peselini ikut
membedah pola hubungan yang terjadi saat ini ark®K dan Polri.
Pendapat Rudolf Stammler yang menyatakan bahwai suatsep hukum
bertujuan atau berfungsi hukum adalah harmonizatiagai maksud, tujuan

3 Thomas C. Schelling, “Command and Control.” Dal&wcial Responsibility and the
Business Predicamengd. James W. McKie (Washington: The Brookinggitutson, 1974), hal.
83-84.

% Robert Klitgaard, kata pengantar dari Selo Soejaardalam bukuMembasmi Korupsi,
Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, hal.xxi.

18



dan kepentingan agar individu dengan individu damara individu dan
masyarakaf tetap menciptakan keharmonisan dan keteraturaal sos

Teori harmonisasi hukum juga memiliki tujuan yaagns dengan apa
yang diharapkan penulis yaitu pembaharuan hukunanpid Pembaharuan
hukum pidana disini adalah dari segala aspek baikaspek materil maupun
aspek formil hukum tersebut. Sebahagian besapatdna dan filsafat hukum
yang berkembang dari negara-negara maju banyakldlertari pandangan
hukum Neo Klasik yang memperhatikan tidak hanyalkggerbuatan pidana
saja(dead strafrecht)tetapi sungguh memperhatikan aspek pelaku/pembuat
(dead strafrecht)yang telah melahirkan berbagai kebijakan pidanianda
lingkup “criminal policy, social, penal policy, ett®> Sependapat dengan
pernyataan diatas bahwa dalam hal pembaharuan hypkdema kita juga
harus melihat ke masa Neo Klasik yang menatap tkggseran dari setiap
aparat yang membuat kebijakan pidana.

Peran dari lembaga tidak lepas dari jaminan perarigang selalu
menyatakan secara tersirat mengenai adanya pemeghkBum dan
tercapainya tujuan hukum. Dalam penegakan hukumshada 3 (tiga) unsur
yang selalu harus mendapat perhatian yaitu keadiemanfaatan, atau hasil
guna(doelmatigheidjdan kepastian hukuf.

Dalam doktrin tujuan pokck hukum adalah ketertib&®patuhan
terhadap ketertiban adalah syarat pokok untuk nnaksh yang teratur.
Tujuan hukum yang lain adalah tercapainya keadildntuk mencapai
ketertiban pergaulan antara manusia dan masyatelals mencerminkan
kepastian hukurf? Inilah yang menjadi kesepahaman penulis bahwakuntu
mencapai tujuan bersama yaitu pembaharuan hukuamgithaka kita perlu
berbenah lagi melalui pembahasan ulang berbagatyvan perundang-
undangan terkait upaya pemberantasan korupsi agmaskan hukum bagi
masyarakat dapat tercipta.

Pada umumnya masyarakat hanya mengharapkan kepd3gagan
adanya kepastian hukum masyarakat akan menjadb.télu kepastian
hukum akan memungkinkan tujuan hukum yang lain uydietertiban
masyarakat. Penegakan hukum harus menjadi tujuamsddari sutau negara
hukum modern. Indonesia sebagai suatu negara hotagern tentu memiliki
tujuan hukum untuk menciptakan keadilan, kepastiankum dan
kesejahteraan rakyat.Khususnya bagi KPK dan Polri dalam mencapai cita-
cita bangsa dan negara ini, haruslah mampu menjgepastian hukum, agar
kepercayaan, citra dan eksistensi lembaga peneagakrhinipun dapat terjaga
dan tetap jadi pedoman di masyarakat dalam upayeipiakan keteraturan

%9 .M Gandhj Op.cit hal.4.

%0 Bambang PurnomoJawaban Atas Dua Pertanyaan Dari Mahkamah Konstitus
Yogyakarta 27 Juli 2007, hal.1-4.

*1 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitl®ab-bab Tentang Penemuan Huku@itra Aditya
Bhakti, Bandung, 1993, hal.1.

*2 Mohammad HattaBeberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum ddangi
Khu%us,Penerbit Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, 12d13.

Ibid
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sosial juga. Oleh karena itu menurut penulis, aelaetapa hal yang harus
dibenahi oleh pemerintah dalam upaya mengharmamig@K dan Polri,
antara lain:

1.Melakukan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20D2ntang
Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tawaran revisi UU Polri yang penulis nyatakan idalah salah
satu tehnik yang baik. Revisi undang-undang inatieya di Pasal 13-19
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepoliddegara
Republik Indonesia, dimana didalam pasal ini tedkeng mengenai tugas
dan wewenag Polri dalm menjalankan perannya selpsgeigak hukum.
Yang jika dikaji secara ilmiah lebih dalam akan gemian pasal-pasal ini,
masih banyak kekurangan dalam sinerjisasinya dengaraturan
perundang-undangan yang diberlakukan secara khslah satunya
dengan Pasal 6-7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 286tang Komisi
Pemberantasan Korupsi serta konsiderannya vyaitwal PE83 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP.

Sepanjang tahun 2012 yang lalu, perdebatan yapafditexdalah
mengenai revisi undang-undang Komisi Pemberantd&amuipsi yaitu
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisnbi&gantasan
Korupsi, padahal yang terpenting untuk direvisi #eibenarnya adalah
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang KepolisNegara
Republik Indonesia. Mengapa demikian? Penjelasarad@aah sebab
undang-undang Polri ini sudah tidak bisa lagi disedkan dengan
berbagai ketentuan pidana khusus yang ada. Khuswgrygan undang-
undang KPK, dalam hal penyidikan, sepertinya menthmalam undang-
undang Polri ini perlu dicantumkan secara tegasaaglbatas tugas Polri
jika fungsi penyidikan itu terkait dengan pidanaug&hs yang sudah
memiliki aturannya tersendiri. Fokus revisi bistakiukan di Pasal 13-19
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepoliddegara
Republik Indonesia seperti yang sudah penulis kahutliatas, dimana
fokus sasaran penulis adalah penambahan ketentgas tlan wewenang
Polri dalam hal penanganan kasus-kasus pidana &hsesperti halnya
kasus-kasus korupsi. Ini adalah salah satu tehntkkumeminimalisir
tabrakan pola hubungan KPK dan Polri kedepannya.

Bibit Samad Rianto menyatakan bahwa saat ini makgamasih
memandang pejabat publik sebagai “Dewa Penoloray! “Sinterklas®’,
pendapat Bibit ini sejalan dengan pemikiran pendd@ghwa sistem
pelaksanaan penegakan hukum itu kuat kaitannya adermgraturan
perundang-undangan yang ada. Jadi, apabila undatagig itu belum
ideal sesuai dengan dinamika kehidupan birokrasigyada maka
alangkah baiknya apabila undang-undang tersebuevigir agar
menciptakan sinergisasi yang baik dengan keterpeaimdang-undangan

“4 Bibit S. RiantoKoruptor Go To Hell | — Mengupas Anatomi Korupsimtionesia Penerbit
Hikmah, Jakarta, 2010, hal.96.
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lainnya. Sebab menurut penulis salah satu benamghmang kusut itu
adalah didalam peraturan perundang-undangan yangeead ini.

2.Penyidik Independen KPK

Salah satu faktor tumpang tindihnya tugas dan kengsn KPK
dan Polri saat ini adalah dalam hal penyidikan,asienpenyidik KPK saat
ini sebagian besar adalah penyidik yang berasaPadin bukan penyidik
yang secara independen dimiliki khusus oleh KPK.

Todung Mulya Lubis menyatakan bahwa sampai sekarang
penyidik independen yang ada di KPK hanya ada aek0 orang,
selebihnya berasal dari penyidik P8fiPernyataan Todung Mulya Lubis
ini ikut menguatkan pendapat penulis dalam hal pdagn penyidik
independen di tubuh KPK. Sebab sepanjang kiprah E&j&k tahun 2002
sampai dengan tahun 2013 ini, KPK di dalam menkaan
kewenangannya selalu terbentur dengan upaya pkagidl erakhir kasus
mengenai kewenangan menyidiki ini terjadi di “Cicaérsus Buaya 2"
alias di dalam kasus simulator SIM yang telah kép diatas.

Gangguan, serangan dan intervensi terhadap ingpeuadialn itu
begitu menguatnya sehingga pola intervensi dikemalm bentuk
tahapan-tahapan prosesual prajudikasi yang meliptitdakan
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penggeledapanyitaan dan lain-
lain, kesemua ini memberikan arah seolah adanya gustifikasi yang
berlindung dibalik prinsip legalitd$.

Pendapat Todung Mulya Lubis dan kegelisahan yamgilikii
penulis sepanjang penyidik KPK itu berasal daririPl@rnyata menjadi
polemik juga dihati banyak masyarakat IndonesigakS@&braham Samad
menjadi Ketua KPK, gejolak terus berdatangan memgina perahu KPK.
Adanya masalah menyangkut profesionalitas penydiK akibat sistem
rekrutmen yang tidak independ&nKeberadaan penyidik dari Kepolisian
dan Kejaksaan jelas berpotensi memunculkan poldomaksme kepatuhan
sekaligus penodaan integritas. Banyaknya tudingaimgntentang tidak
sterilnya penyidik KPK wajar terjadi, sebab paranyedik KPK yang
secara tersirat mengemban dualisme ini tidaklahtldari keberpihakan.
KPK mutlak membutuhkan kekompakan, ketegaran, ddependens?
Salah satu tehnik agar ketiga kualitas ini tercermhari kinerja KPK,
kepemilikan penyidik independen adalah salah satyai yang sangat
baik menurut penulis. KPK harus memiliki penyidilendiri, yang
memang direkrut dan dididik khusus untuk K#K.

45 Seminar Ikatan Advokat Indonesiac.cit.

“ Indriyanto Seno AdjiKorupsi dan Penegakan HukurRenerbit Diadit Media, Jakarta,
2009, hal.352.

“7's.Anwary,Op.cit, hal.15.

*® Ibid, hal.16.

9 lbid
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Korupsi dimasa kini berakibat lebih jauh pula dada dimasa
lampau. Korupsi dimasa kini, selain menggerogotigkgan (kekayaan
negara), juga sekaligus dapat merusak sendi-segqtibadian bangsa
terutama diakibatkan oleh intellectual corruptioersebut. Tidak
mengherankan kalau korupsi dimasa kini dapat memgitkan negara,
menjatuhkan pemerintah, atau minimal menghambabpaegunan untuk
kesejahteraan rakyat. Tanda-tanda telah telah meagamya malapetaka
ini, antara lain apabila segala macam bentuk korgg®y penulis uraikan
ini telah menjangkiti banyak oknum pejabat (lelebih kalau sudah
merajalela dikalangan ata5.

Endriartono Sutarto, Mantan Panglima TNI mengatakahwa
akan melibas siapa saja yang berusaha membubadtamdlemahkan
KPK tanpa terkecuali anggota DPR. Pernyataan imnangkapkan
Endriartono disaat isu mengenai revisi UU KPK dipaikan oleh Komisi
[l DPR RI. Ditahun 2012 dimasa kepemimpinan Abrah&amad ini
KPK memang tidaklah lepas dari berbagai terpaaraibddri lembaga
negara lainnya.

3.Melakukan Pendidikan Moral bagi Para Anggota KK Polri

Dalam upaya pemberantasan korupsi, KPK dan Polgga lengah
untuk membenahi “rumaP” mesti melakukan pembenahan kedalam demi
upaya52untuk “‘membersihkan” Indonesia, harus mengiam sapu yang
bersih:

Satjipto Raharjo menyatakan bahw :
“ di zaman edan ini penegakan hukum oleh PolidisdaAdvokat dan
Hakim memerlukan kualitas yang progresif. Penegakakum yang
biasa-biasa saja pasti tidak akan mempan menghadapg-orang yang
sudah edan itu. Kita membutuhkan penegakan hukuma genegak-
penegak hukum yang berkualitheyond the call of dutyyaitu yang
bekerja diatas standar biasa, di atas yang raad-rat

Pendapat Satjipto Rahardjo yang menyatakan zantam*eadalah
salah satu kata-kata yang mampu mencakup nuans&uddibas dari
zaman sekarang. Demoralisasi yang tersirat dam @guarat penegak
hukum kita belakangan ini menuntut agar diadakarpgrabahan besar-
besaran secara moral. Pendapat Satjipto mengharapgjea para anggota
KPK dan Polri mendapatkan pendidikan moral yanghlebtensif lagi,
agar daya tahan dan sisstem kekebalan (imunitag)greggota KPK dan
Polri dalam mengganyang korupsi di Indonesia ihbiHebaik lagi dari
sebelumnya.

*0 Baharuddin LopaKejahatan Korupsi dan Penegakan HukuRenerbit Kompas, Jakarta,
2001, hal.74.

*! Rohmat HaryadiChandra-Bibit, Membongkar Perseteruan KPK, POLRin Kejaksaan
Penerbit Hikmah, Jakarta, 2009, hal.130.

> |pid

33, Anwary,0Op.cit hal.114.
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Melihat kecenderunagn kejahatan yang terjadi domedia saat ini
khususnya dalam hal korupsi, maka masih agak balifi kita untuk
mencapai tahapnarginal deterrenceyaitu tahap dimana upaya-upaya
kejahatan sudah berada pada tingkat minimkarenaummemya tingkat
kejahatan sebagai hasil pencegahan yang semalktif efan kesadaran
masyarakat senditf Meskipun demikian marginal deterrence tersebut
tetaplah harus menjadi tujuan pokok kita. Untuk cagai tahap tersebut,
disamping perlu kita meningkatkan kesiapan merkasgdaran hukum)
masyarakat termasuk para petugas yang profesi@maindegritas moral
dan disiplinnya kuat, juga penciptaan kondisi doskonomi yang
memadai sebagai langkah yang strategis perlu seyepaiwujudkarr>

Satjipto juga menyatakan bahwa ditengah krisis hukeperti ini
masyarakat tetap percaya dengan hukum, ini sungutbiasa bagu¥.
Berarti dibalik kekecewaan yang tergambar selamariasyarakat masih
tetap memberi kesempatan besar bagi para penedaknhya untuk
melakukan perubahan. Pendidikan moral yang diharapitas KPK dan
Polri hendaknya dapat diwujudkan demi perbaikara gnlbungan KPK
dan Polri kedepannya.

Sependapat dengan Harry Tjan Silalahi yang mengatdlahwa
upaya penegakan hukum sebagai salah satu jalaarkaias banyaknya
masalah bangsa ini adalah dengan melakukan peadiditoral kepada
para anggota KPK dan Polri.

Mahfud MD juga menyatakan bahwa yang perlu direfmsi itu
moral penegak hukum, sebab mereka lebih sering amiea&al untuk
menang, bukan untuk mencari keadilan. Sepakat depgradapat Mahfud
MD, bahwa di ranah penegak hukum khususnya KPKRadin perlu lebih
fokus lagi dalam hal pendidikan moral, sebab karifpssangat rentan
juga dengan hukum. Mahfud MD juga menyatakan bakovapsi bukan
hanya pada permainan pasal, yang lebih berbahaldh iproses
pembentukan aturan hukum dan pelaksanaannya dirsanaia itu
teraplikasi via para penegak hukumnya seperti KRiK®olri.

Dimana dalam pencapaian nanti, proses itu akanadiepglajaran
berharga sebagai penuntun atau metode proses-pltasesga. Jadi
tepatlah bahwa pendidikan moral dan mental bagi paggota KPK dan
Polri perlu sekali untuk dilakukan.

4.Memperbaiki Pola Koordinasi Antara KPK dan Polri
Banyak hal yang menjadi faktor pemicu kordinasigydairuk itu,
misalnya seperti komunikasi yang kurang baik darahkg intensif antar
lembaga KPK dan Polri. KPK dan Polri tersangkutblbgai polemik
dalam hal pemberantasan korupsi pastilah tidalepgad dari persoalan
kepentingan tiap lembaga. Ada banyak opsi untuk cipgakan pola
kordinasi yang baik tersebut. Saat ini kembali lkgi KPK dan Polri

>4 Baharuddin LopaQp.cit, hal.18.
*®|pid, hal.21.
%% 5. Anwar,0Op.cit, hal.113.
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apakah siap untuk merajut kordinasi yang baik tedam setiap kinerja
yang berhubungan dengan pelaksanaan profesionakeme ini yaitu
pola hubungan dalam upaya memberantas tindak pidanapsi di
Indonesia.

Anies Baswedan berpendapat dan menegaskan perpg)ghbat
negara mengedepankan nilai etika dalam menjalartkgasnya. la
menyayangkan perilaku pejabat negara yang gemagabarkan makna
kebenaran dengan hanya menyandarkan pada Kitab nghtétadang
Hukum Pidana (KUHP). Pendapat Anis Baswedan ini itildrpengertian
bahwa didalam menjalankan tugas dan wewenang yamlikdoleh KPK
dan Polri, KPK dan Polri haruslah mengingat etikakbrdinasi diantara
mereka, jangan malah sebaliknya saling serang &aegosentris antar
lembaga. Mengedepankan kebenaran dan keadilan shekda
norma,nilai dan moral yang ada didalam lembagan ak@nunjukkan
kredibilitas dan eksistensi positif yang ada didalambaga itu juga.

Pandangan masyarakat yang selama ini telah memdgetkepada
KPK dan Polri sebagai lembaga yang sering bersalatam hal
penanganan kasus korupsi haruslah segera dirutiah. KPK dan Polri
dihadapan masyarakat haruslah terjaga dengandedi&gai lembaga yang
sama-sama berperan dalam menjunjung tinggi keaditan kebenaran
sudah selayaknyalah KPK dan Polri menunjukkan kapawhsyarakat
bahwa mereka adalah lembaga yang punya prestaai beslam hal
penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsiatiesia.

Segala upaya ini dilakukan demi terciptanya tujdan cita-cita
Indonesia saat ini yaitu dalam hal Pembaharuan MuRidana, dimana
saat ini koneksi dan integrasi yang terjalin antalPa dan Polri tidaklah
seperti yang diharapkan oleh masyarakat lagi. Jalds bahwa kita butuh
sistem yang selalu berpihak juga kepada masyasaiat efisiensi dan
efektif.

Karena itulah sudah saatnya saling menghormati,ghmeartikan
konflik, dan menyetop persaingan. Saatnya untukifergi memerangi
korupsr®, menjalin kordinasi yang baik antar lembaga pekeyakum
yang berfokus pada pemberantasan korupsi di Indgresy Go to Hell
for Corruption®

D. Kesmpulan dan Saran
1. Kesimpulan
1) Pola hubungan antara Komisi Pemberantasan KorgmsKepolisian
Republik Indonesia dalam memberantas tindak pidamnapsi sejauh
ini masih penuh dengan tumpang tindihnya kewenardgdam hal
penyidikan. Penyidik KPK di bawah kepemimpinan Atanan Samad
juga bergerak semakin gesit dan penuh kontroverga.j Dalam
penyidikan kasus-kasus korupsi banyak kejadian yamdkup

" Rohmat HaryadiQp.cit, hal.186.
%% |bid
%9 Bibit S. RiantoOp.cit, hal.x.
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menegangkan yang dialami penyidik KPK dari paragatey Polri.

Polemik pun mulai terjadi dan semakin rumit diaatpara penyidik
Polri dan penyidik KPK. Banyak hal sebenarnya ytetgh dilakukan

Polri dalam memberantas tindak pidana korupsi domresia hamun
seakan semuanya menjadi sia-sia. Sebab sepangarad kiang telah
dimiliki Polri dalam upaya penegakan hukum khusasdglam hal
memberantas korupsi, Polri memiliki kelemahan utayadu tidak

terpercayanya lagi para polisi untuk melakukan rfkamg/a berdasarkan
fakta-fakta yang ada di saat ini.

2) Penyebab pola hubungan KPK dan Polri ini tidak d@an harmonis
dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indanesbenarnya
terdiri dari beberapa faktor yang sangat krusialgd@ bidang mereka.
Corruption hazardatau kerawanan korupsi adalah salah satu penyebab
terdekat ketidakharmonisan pola hubungan KPK dalni Betelah
faktor moral yang mulai terperosok dan sistem yaug dalam
penegakan hukum kita. Ada banyak masalah yang diepgayebab
pola hubungan KPK dan Polri tidak berjalan harmoudiglam
memberantas tindak pidana korupsi di Indonesidy ysgperti masalah
tumpang tindih kewenangan, masalah kerjasama yangn@ solid
dalam hal kordinasi antar lembaga, masalah egasemttar lembaga,
dan masalah peraturan perundang-undangan yanggkioeasinergi.

3) Cara mengharmoniskan pola hubungan antara Kommb®®&antasan
Korupsi dan Kepolisian Republik Indonesia dalam rerantas
tindak pidana korupsi di Indonesia terdiri dari &elpa cara. Yang
harus dibenahi oleh pemerintah dalam upaya mengmskan KPK
dan Polri.Pertama melakukan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indondgsiaaran revisi
UU Palri yang penulis nyatakan ini adalah salal satinik yang baik.
Revisi undang-undang ini tepatnya di Pasal 13-19lddg-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Répuidionesia,
dimana didalam pasal ini terkandung mengenai tuigaswewenang
Polri daim menjalankan perannya sebagai penegaknmuk

2. Saran

1) Keberadaan KPK sebagai lembaga khusus pemberarkasapsi di
Indonesia diharapkan dapat bersinergi dengan bagtsaima
Kepolisian, dimana dalam hal berkordinasi agar bisenghindari
diskomunikasi, yang dapat menyebabkan disintegrgmda
pelaksanaan tugas keduanya. Kepolisian sebagai atganbyang
menjadi salah satu pilar penegakan hukum juga altkan agar
menjaga pola hubungan dengan KPK, sebagai lembagg lebih
dahulu lahir untuk memberantas korupsi, hendaklahdeiring telah
lahirnya lembaga independen yaitu KPK, haruslahhleienjaga
batasan kinerja yang ada berdasarkan ketentuamdasrg-undangan
yang berlaku.

2) KPK dan Polri diharapkan dapat menciptakan sinasgigang baik,
agar masyarakatpun tetap memberikan penilaian YETys dan
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apresiasi yang besar terhadap kinerja bersama giaigikan KPK
dan Polri dalam hal pemberantasan korupsi di Insi@andliiringi
dengan melakukan pendidikan khusus bagi para gefdtia dan Polri
mengenai Pembaharuan Sistem Pidana di Indonesiakagepannya
semakin jelas apa saja hal-hal yang perlu dibeol@hi para penegak
hukum, pemimpin-pemimpin negara ini dan masyarakatuk
mencapai sistem yang efisien dan efektif .

3) Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentangoKspn
Negara Republik Indonesia dapat terealisasikan demgapainya
keharmonisan antar aparat penegak hukum.
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